




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Dasar Hukum Penerapan Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak 
Pidana Korupsi 
     Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, selain dapat 
merugikan keuangan negara korupsi juga seringkali dilakukan oleh pejabat 
negara baik penyelenggara negara maupun penegak hukum yang seharusnya 
menyelenggarakan kepentingan negara. Tindak pidana korupsi juga menjadi 
perkara yang cukup rumit dalam pemberantasannya, oleh karena dampak 
tersebut maka diperlukan upaya yang besar dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Salah satu upaya terhadap   Pengembalian Kerugian Negara 
merupakan aspek utama yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana 
korupsi. Penghukuman terhadap pelaku korupsi bukanlah tujuan tunggal dari 
pemberantasan korupsi.  Maka perlu adanya upaya yang luarbiasa oleh para 
penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.  
     Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi adalah menerapkan 
pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara hasil tindak 
pidana korupsi terdapat 4 (empat) cara yaitu: Pidana Tambahan Uang 
Pengganti, Pidana Denda, Perampasan Aset atau Penyitaan Aset, dan Gugatan 
Perdata. Uang pengganti dan penyitaan aset merupakan bentuk dari Pidana 
Tambahan yang berarti berada di luar Pidana Pokok sebagaimana diatur di 
dalam Pasal 10 KUHP.  
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     Pengembalian kerugian negara yang paling sering diterapkan dalam 
penuntutan dan putusan pengadilan adalah uang pengganti. Pengembalian 
kerugian negara hasil tindak pidana korupsi hanya diterapkan dalam perkara 
yang dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang 
TIPIKOR. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor Kota 
Semarang Bapak Margono., SH,. MH dalam wawancara mengatakan bahwa: 
Penerapan pengembalian kerugian negara hanya bisa dilakukan terhadap 
terpidana yang memenuhi unsur-unsur delik Pasal 2 dan 3 Undang-undang 
Tipikor, karena tidak semua perkara yang masuk ke dalam pengadilan 
tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Contohnya: seorang 
PNS yang menjanjikan bisa memasukan orang ke dalam institusinya 
dengan imbalan tertentu, itu merupakan penyuapan dan uang suapnya 
berasal dari pribadi si penyuap. Hakim dalam memutus perkara 
berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, di 
situ jelas matriks rentang waktu pemidanaan bagi pelaku tipikor69. 
 
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah 
mengenai perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian 
negara. Pasal 2 ayat (1) berbunyi: 
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
 
Rumusan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi pada Pasal di atas antara lain: 
1) Setiap orang  
2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi 
                                                             
69. Wawancara Bapak Margono, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Kota Semarang, pada tanggal 7 Juli 2021, pukul 10.03 WIB. 
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3) Secara melawan hukum 
4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara70. 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
 
Unsur-unsur delik Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal di atas antara lain: 
1) Setiap orang 
2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi 
3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau sarana 
4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 
5) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara71 
 
     Tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur delik dari Pasal 2 ayat 
(1) dan Pasal 3 Undang-undang TIPIKOR dikenakan pidana tambahan di luar 
pidana pokok, inilah dasar hukum dari penerapan pengembalian kerugian 
negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pidana tambahan tersebut diatur dalam 
Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
berbunyi: 
(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:  
a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud 
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh 
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di 
mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang 
menggantikan barang-barang tersebut;  
                                                             
70. Komisi Pemberantasan Korupsi, Op.Cit hlm 23 
71. Ibid. hlm 21 
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b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;  
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 
1 (satu) tahun;  
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan 
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat 
diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 
 
     Jaksa Penuntut Umum selalu menerapkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan 
Pasal 18 Undang-undang TIPIKOR sebagai dasar hukum surat dakwaan dan 
surat tuntutan perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian 
negara. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, ibu Zahri 
Aeniwati., SH., MH dalam wawancara mengatakan: 
Dalam setiap dakwaan dan tuntutan yang kami ajukan terhadap terpidana 
korupsi yang menimbulkan kerugian negara selalu didasari Pasal 2, Pasal 
3 dan Pasal 18 Undang-undang Tipikor, hal ini dilakukan untuk mengunci 
celah lepasnya terpidana korupsi. Contohnya dalam dakwaan primair 
didakwakan Pasal 2 Undang-undang Tipikor Juncto Pasal 18 Undang-
undang Tipikor. Dakwaan subsidairnya didakwakan Pasal 3 Juncto Pasal 
18 Undang-undang Tipikor72.  
 
     Penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi selain 
berpatokan pada Undang-undang TIPIKOR Juncto Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang TIPIKOR juga berpedoman 
pada pedoman masing-masing instansi terkait pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 
     Jaksa Penuntut dalam melakukan penuntutan berpedoman pada Surat 
Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/02010 tentang 
Pedoman Penuntutan Perkara Korupsi. Tabel pedoman penuntutan pidana 
                                                             
72. Wawancara ibu Zahri Aeniwati, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota 
Semarang, pada 27 Juli 2021 pukul 11.24 WIB. 
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merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum 
dalam melakukan penuntutan. Merujuk pada lampiran Penulis memberikan 1 
(satu) contoh penjelasan dari tabel penuntutan untuk memudahkan dalam 
memahami isi dari tabel penuntutan tersebut Surat Edaran Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/02010. Tabel nomor 1 (satu) adalah 
pedoman penuntutan pidana penjara dalam rentang waktu 4 tahun penjara 
hingga 7 tahun dan enam bulan penjara bagi perkara yang menimbulkan 
kerugian negara paling banyak 1 miliar. Perkara yang terdapat pengembalian 
kerugian negara antara 75% - 100%, rentang tuntutan pidana penjara 4 tahun 
penjara sampai 4 tahun dan 6 bulan penjara. Perkara yang terdapat 
pengembalian kerugian negara antara 50% - 75%, rentang tuntutan pidana 
penjara 4 tahun dan 6 bulan penjara hingga 5 tahun dan 6 bulan penjara. Perkara 
yang terdapat pengembalian kerugian negara antara 25% - 50%, rentang 
tuntutan pidana penjara 5 tahun dan 6 bulan penjara hingga 6 tahun dan 6 bulan 
penjara. Perkara yang terdapat pengembalian kerugian negara antara 0% - 25%, 
rentang penuntutan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan penjara hingga 7 tahun 
dan 6 bulan penjara. Rentang tuntutan pidana denda bagi perkara yang 
merugikan keuangan negara paling banyak 1 miliar sebesar 200 juta hingga 
500 juta. 
     Penuntutan terhadap perkara yang melanggar Pasal 3 Undang-undang 
TIPIKOR merujuk pada lampiran Surat Edaran Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/02010 contoh penjelasan untuk memudahkan 
dalam memahami isi dari tabel penuntutan tersebut. Tabel nomor 1 (satu) 
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adalah pedoman penuntutan penjara dalam rentang waktu 1 tahun dan 6 bulan 
penjara hingga 4 tahun dan 6 bulan penjara bagi perkara yang menimbulkan 
kerugian negara paling banyak 1 miliar. Perkara yang terdapat pengembalian 
kerugian negara antara 75% - 100%, rentang tuntutan pidana 1 tahun dan 6 
bulan penjara sampai 2 tahun penjara. Perkara yang terdapat pengembalian 
kerugian negara antara 50% - 75%, rentang tuntutan pidana penjara 2 tahun 
sampai 2 tahun dan 6 bulan penjara. Perkara yang terdapat pengebalian 
kerugian negara antara 25% - 50%, rentang tuntutan pidana 2 tahun dan 6 bulan 
penjara sampai 3 tahun dan 6 bulan penjara. Perkara yang terdapat 
pengembalian kerugian negara antara 0% - 25%, rentang tuntutan pidana 
penjara 3 tahun dan 6 bulan penjara sampai 4 tahun dan 6 bulan penjara. 
Rentang tuntutan pidana denda bagi perkara yang menimbulkan kerugian 
negara paling banyak 1 miliar adalah antara 50 juta sampai 500 juta.  
     Hakim dalam memutus perkara berpedoman pada Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 
3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Matriks mengenai 
rentang waktu pemidanaan ditunjukan pada gambar sebagai berikut: 
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Tabel 1. 2  
Matriks Penjatuhan Pidana 
(1) Kerugian Negara (2)Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan 
a-Tinggi b-Sedang c-Rendah 
 (✓)    
Kategori Paling 
Berat lebih dari 
Rp. 
100.000.000.000 
 Penjara 16-20 
Tahun/ Seumur 
Hidup & denda 
Rp 800.000.000 
sampai dengan Rp 
1.000.000.000 
Penjara 13-16 
tahun & denda Rp 
650.000.000 
sampai dengan Rp 
800.000.000 
 
Penjara 10 – 13 
tahun & denda Rp 
500.000.000 – Rp 
650.000.000 
Kategore berat 




 Penjara 13 – 16 
tahun & denda Rp 
650.000.000 
sampai dengan Rp 
800.000.000 
Penjara 10 – 13 
tahun & denda Rp 
500.000.000 
sampai dengan Rp 
650.000.000. 
Penjara 8 – 10 
tahun & denda Rp 
400.000.000 
sampai dengan Rp 
500.000.000 
Kategori sedang 








 Penjara 10 - 13 
tahun & denda Rp 
500.000.000 
sampai dengan Rp 
650.000.000 
Penjara 8 – 10 
tahun & denda Rp 
400.000.000 
sampai dengan Rp 
500.000.000 
Penjara 4 – 6 
tahun & denda Rp 
300.000.000 








 Penjara 8 – 10 
tahun & denda Rp 
400.000.000 
sampai dengan Rp 
500.000.000 
Penjara 6 – 8 
tahun & denda Rp 
300.000.000 
sampai dengan Rp 
400.000.000 
Penjara 4 – 6 
tahun & denda Rp 
200.000.000 






 Penjara 3 – 4 
tahun  & denda Rp 
150.000.000 
sampai dengan Rp 
200.000.000 
Penjara 2 – 3 
Tahun & Rp 
100.000.000 
sampai dengan Rp 
150.000.000 
Penjara 1 – 2 
tahun & denda Rp 
50.000.000 
sampai dengan Rp 
100.000.000 
Kategori paling ringan hanya berlaku Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
 
Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 
Kategori paling ringan hanya berlaku bagi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. 
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     Mekanisme eksekusi pengembalian kerugian negara sebagaimana 
dijelaskan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Zahri 
Aeniwati., SH,. MH,. : 
Pelaksanaan eksekusi pengembalian kerugian negara yang paling 
sering digunakan melalui uang pengganti. Eksekusi nya sesuai dengan 
Pasal 18 UU Tipikor. Eksekusi bisa dimulai setelah vonis berkekuatan 
hukum tetap, tahapannya seperti ini: Vonis dijatuhkan, Jaksa 
melakukan asset tracing terhadap harta benda terpidana, apabila tidak 
lagi ditemukan harta benda terpidana untuk membayar uang pengganti 
maka terpidana menyerahkan surat keterangan tidak mampu 
menyelesaikan pidana tambahan uang pengganti. Surat tersebut 
kemudian diserahkan kepada pengadilan sebagai laporan dan juga 
kepada Badan Pemasyarakatan sebagai laporan bahwa terpidana 
kemudian akan menjalani pidana penjara subsider uang pengganti73. 
 
     Berdasarkan hasil dari wawancara di atas Penulis mencari dasar hukum 
eksekusi pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti. Dasar hukum 
eksekusi uang pengganti adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti. Dasar hukum eksekusi uang 
pengganti di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 9 hingga 
Pasal 12. 
Pasal 9 
(1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan 
berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang 
pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang 
dimiliki terpidana. 
(2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib 
melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat 
(3) KUHAP. 
(3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah 
dilakukan penyitaan. 
(4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, 
Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta 
milik terpidana yang ditemukan. 





(1) Penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh 
jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan 
sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani 
(2) Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti 
setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat 
menjalankan penjara pengganti. 
(3) Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) mengurangi sisa 
penjara pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya. 
Pasal 11 
(1) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang 
pengganti yang ditandatangani olehnya dan terpidana kepada 
Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. 
(2) Apabila terpidana tidak memiliki harta benda lagi untuk disita, Jaksa 
membuat berita acara yang menyatakan hal tersebut dan ditembuskan 
kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. 
(3) Apabila telah dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik 
Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Jaksa mengirimkan 
tembusan berita acara pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri 
yang mengadili perkara. 
(4) Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti 
yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan 
diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara 
pengganti yang harus dijalani terpidana. 
Pasal 12 
(1) Perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana 
sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditembuskan kepada 
Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Lembaga 
Pemasyarakatan. 
(2) Dalam hal terpidana diberikan pembebasan bersyarat, pelaksanaan 
pembebasan bersyarat dilakukan setelah terpidana menjalani penjara 
pengganti 
 
     Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang 
































Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan JPU dan PERMA Nomor 5 
Tahun 2014 
     Mekanisme pengembalian kerugian negara dimulai ketika ditemukan 
adanya kerugian negara dalam suatu perkara, kemudian perkara tersebut 
dilimpahkan ke Pengadilan. Hakim kemudian memutuskan apakah perkara 
tersebut terbukti menimbulkan kerugian negara. Perkara yang terbukti 





tambahan uang pengganti 
asset tracing 
(penelusuran aset) 
terpidana Terpidana tidak 
memiliki cukup aset  
Terpidana memiliki 
cukup aset Terpidana menyerahkan 
surat keterangan tidak 
mampu menyelesaikan 
uang pengganti 
Aset berupa uang 
tunai 




Aset disita oleh 
kejaksaan dan 
kemudian 







pidana subsider uang 
pengganti sesuai putusan 
pengadilan 
Aset disita kemudian 
dilelang oleh 
kejaksaan  
Hasil lelang disetorkan ke 
kas negara dan 
diperhitungkan sebagai 
penyelesaian uang pengganti 
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menimbulkan kerugian negara dilakukan penelusuran aset dari terpidana, hal 
ini dilakukan untuk memastikan jumlah harta benda terpidana apakah cukup 
memiliki aset untuk membayar uang pengganti. Terpidana yang tidak memiliki 
cukup aset kemudian mengisi Formulir D2 yang berisi keterangan yang 
menyatakan tidak sanggup untuk membayar uang pengganti. Formulir D2 
kemudian ditembuskan ke Pengadilan dan kepada Badan Pemasyarakatan 
sebagai laporan bahwa terpidana akan menjalani pidana penjara pengganti 
uang pengganti. Terpidana yang memiliki cukup aset berupa barang bergerak 
maupun tidak bergerak, harta tersebut kemudian dilelang oleh Kejaksaan dan 
kemudian hasil lelang disetorkan ke kas negara untuk kemudian dilaporkan 
sebagai pembayaran uang pengganti. Terpidana yang memiliki aset berupa 
uang tunai dapat langsung disetorkan ke kas negara untuk membayar uang 
pengganti. 
B. Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana 
Korupsi 
     Pengembalian Kerugian Negara merupakan aspek utama yang menjadi 
dasar pemberantasan tindak pidana korupsi. Penghukuman terhadap pelaku 
korupsi bukanlah tujuan tunggal dari pemberantasan korupsi. Efektivitas 
pengembalian kerugian negara sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan 
akibat tindak pidana korupsi harus dimaksimalkan oleh penegak hukum. Jaksa 
Zahri Aeniwati., SH., MH., berpendapat: 
Kebijakan negara dalam pemberantasan korupsi bukan hanya 
berdasarkan berapa banyak yang dapat dipidanakan, namun juga perlu 
adanya follow the money yang telah didapatkan oleh para terpidana 
tipikor. Jaksa Penuntut Umum selalu berpaya semaksimal mungkin 
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dalam tuntutan kepada terdakwa tipikor supaya dibebankan 
pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti sebanyak-
banyaknya sejumlah dengan jumlah yang didapatkan terdakwa dari 
hasil tipikor74.  
 
Penulis menyediakan 3 (tiga) Studi kasus Putusan yang disarankan oeh Jaksa 
Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Zahri Aeniwati,. SH,. 
MH,.  Untuk menjadi acuan dalam efektivitas pengembalian kerugian negara 
hasil dari tindak pidana korupsi. Ketiga studi kasus putusan tersebut antara lain: 
1) Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1018 K/Pid.Sus/2017. Terpidana 
Korupsi Dana Kas Daerah Kota Semarang Tahun 2008-2014 atas nama 
Diyah Ayu Kusumaningrum, S.E. Binti I Made Suela. 
2) Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 68/Pid.Sus-
TPK/2016/PN Smg. Terpidana Korupsi Dana Hibah KONI Kota 
Semarang Tahun 2012-2012-2013 atas nama Mochtar Hidayat bin H. 
Soekarno Pranoto. 
3) Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 15/ Pid.Sus-TPK/ 
2016/ PN.Smg. Terpidana Korupsi Anggaran Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Semarang Tahun 2012 atas nama Sudjadi, Sp. Mm. Bin 
Supardi. 
Ketiga putusan a quo merupakan perkara Tindak Pidana Korupsi yang 
ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Pengadilan Negeri Kota 
Semarang, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1018 K/Pid.Sus/2017 
merupakan putusan tingkat akhir dari Putusan Nomor 75/Pid.Sus-
                                                             
74 Zahri Aeniwati, JPU Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Loc.Cit 
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TPK/2016/PN Smg yang diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Perkara 
Ketiga Putusan a quo merupakan Tindak Pidana Korupsi dalam klasifikasi 
menimbulkan kerugian negara. Penghitungan Efektivitas Pengembalian 
Kerugian Negara yaitu dihitung dari jumlah pengembalian kerugian negara 
yang berhasil diselamatkan dibagi total jumlah pembebanan uang pengganti 
dikali 100%. 
1. Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Hasil dari Tindak Pidana 
Korupsi studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1018 
K/Pid.Sus/2017. 
    Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1018 K/Pid.Sus/2017 
merupakan putusan akhir dari kasus tindak pidana Korupsi dana kas 
daerah kota semarang tahun 2008-2014 dengan terdakwa Diyah Ayu 
Kusumaningrum, S.E. Binti I Made Suela. Kasus bermula pada November 
2007 Diyah Ayu Kusumaningrum selaku Personal Banker Manager pada 
Bank BTPN cabang kota Semarang menawarkan kerjasama dalam hal 
penempatan dana dan jasa perbankan kepada pihak Pemerintah Kota 
Semarang dalam bentuk deposito berjangka. Terpidana menjanjikan bunga 
berjangka 8% per tahun dan tambahan insentif 2% bagi pemerintah kota 
semarang apabila menempatkan dana kas ke bank BTPN melalui Diyah 
Ayu Kusumaningrum. Saksi Sukawi Sutarip selaku Walikota Semarang 
saat itu menyetujui penawaran tersebut dan memerintahkan saksi R. 
Doddy Kristyanto dan Drs. Suseno, M.M. selaku Kepala Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang untuk 
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melakukan pengkajian tawaran tersebut. Hasil dari pengkajian tersebut 
disimpulkan bahwa bank BTPN merupakan bank yang sehat serta bunga 
giro dan deposito yang ditawarkan kompetitif, sehingga berdasarkan 
kajian tersebut diterbitkan memorandum yang disetujui oleh Sukawi 
Sutarip dan kemudian dituangkan dalam SK Walikota Nomor 580/296 
Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 Perihal Penunjukan Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional Cabang Semarang sebagai Bank Penyimpan Uang 
Kas Daerah Kota Semarang. 
     Pemerintah Kota Semarang dari tanggal 16 Januari hingga 22 Januari 
2014 telah menyetorkan uang tunai sebesar Rp 37.481.229.200,00 (tiga 
puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan 
puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada terdakwa Diyah Ayu melalui 
306 kali penyetoran. Jumlah uang dari Pemerintah Kota Semarang yang 
disetorkan Diyah Ayu ke Bank BTPN Cabang Semarang setelah diaudit 
hanya sebesar Rp 12.213.950.700,00 (dua belas miliar dua ratus tiga juta 
sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah). Pada Tanggal 4 Februari 
2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 pihak UPTD Kota Semarang 
melakukan setoran sebesar 1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima 
puluh juta rupiah) yang pada kenyataannya tidak pernah disetorkan 
terdakwa ke Bank BTPN.  
     Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Diyah Ayu selain perbuatan 
yang merugikan keuangan negara juga melakukan tindak pidana suap. 
Suap diberikan Diyah Ayu kepada saksi Suhantoro yang merupakan 
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Kepala UPTD Kota Semarang. Suap diberikan bertujuan agar UPTD tidak 
memindahkan Rekening Giro atas nama Walikota Semarang c.q Kas 
Daerah Pemerintah Kota Semarang di Bank BTPN Cabang Semarang ke 
Bank Jateng atas saran dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK RI). Suhantoro menerima uang sebesar Rp152.300.000,00 
(seratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Atas perbuatan ini 
Diyah Ayu dijerat Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-undang TIPIKOR. 
     Pemerintah Kota Semarang mengalami kerugian sebesar Rp 
26.717.348.500,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga 
ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) akibat dari tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Diyah Ayu Kusumaningrum. Pada 
tanggal 2 Oktober 2015 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
menerbitkan Laporan Hasil  Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah 
atas Dugaan Penyimpangan Setoran Kas Daerah Pemerintah Kota 
Semarang Nomor 111 a/LHP/XVIII.SMG/10/2015 tanggal 2 Oktober 
2015 menemukan adanya pengembalian kerugian negara ke dalam 
rekening giro Kas Daerah dan Deposito Pemerintah Kota Semarang 
sebesar Rp 4.983.418.164,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh 
tiga juta empat ratus delapan belas ribu seratus enam puluh empat rupiah) 
dari hasil tersebut maka sisa kerugian negara yang belum Kembali adalah 
sebesar Rp 21.733.930.336,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh 
tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).  
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Sumber: Surat Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1018 
K/Pid.Sus/2017 
     Berdasarkan tabel di atas maka diketahui Vonis pada tingkat kasasi 
pidana Diyah Ayu adalah 12 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000 
(lima ratus juta rupiah), serta pidana subsider uang pengganti selama enam 
tahun penjara sesuai dengan memori kasasi dari JPU Kejaksaan Negeri 
Kota Semarang yang pada putusan tingkat pertama dan banding hanya 
dijatuhi vonis 9 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta 
rupiah), pidana subsider uang pengganti hanya 3 tahun penjara. Jaksa 
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Zahri Aeniwati,. SH,. 
MH,. yang juga merupakan Jaksa Penuntut Umum perkara ini 
mengatakan: 
Hingga saat ini belum ada pengembalian kerugian negara setelah 
adanya Putusan Kasasi oleh MA. Kasasi perkara korupsi Diyah Ayu 
ini merupakan usaha dari saya dan tim JPU Kejaksaan Negeri Kota 
Semarang yang tidak puas dengan putusan PN dan PT yang menjerat 
Diyah Ayu mengenakan Pasal 3 UU Tipikor dan hanya divonis 9 
tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. bukan sesuai dakwaan dan 
tuntutan JPU mengenakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan 
pidana penjara selama 13 tahun dan denda 200 juta rupiah. Kami 
bersyukur pak Artidjo Alkostar kala itu memutus dengan pidana 12 
tahun dan denda 500 juta rupiah serta menambah pidana subsider 
uang penggantinya menjadi 6 tahun yang dari putusan sebelumnya 
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hanya 3 tahun, padahal kerugian negara yang dibebankan menjadi 
uang pengganti tersebut sebesar 21 miliar lebih75. 
 
    Efektivitas pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana 
korupsi pada kasus korupsi dana kas daerah Kota Semarang yang 
dilakukan oleh Diyah Ayu persentasenya kurang dari 20 %, dihitung dari 
total kerugian negara sebesar 100 ÷ (Rp 26.717.348.500,00 ÷ Rp 
4.983.418.164,00) = 18.65%, berdasarkan persentase tersebut maka 
pengembalia kerugian negara dalam perkara Diyah Ayu tidak efektif. Sisa 
jumlah kerugian negara yang diderita oleh Pemerintah Kota Semarang 
yang masih belum kembali sampai hari ini adalah sebesar Rp 
21.733.930.336,00. Pengembalian kerugian negara dalam perkara Diyah 
Ayu ialah melalui pengembalian uang ke kas Giro dan Deposito 
Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015, pengembalian ini dilakukan 
sebelum terdakwa menghadapi proses persidangan pada tingkat pertama 
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang. Sampai pada hari 
ini sisa uang pengganti yang dibebankan kepada Diyah Ayu belum 
dibayarkan, perkara Diyah Ayu juga masuk ke ranah Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang ditangani Polrestabes Semarang. 
 
 
                                                             
75. Ibid  
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2. Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Hasil dari Tindak Pidana 
Korupsi studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang 
Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. 
    Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 68/Pid.Sus-
TPK/2016/PN Smg merupakan putusan perkara korupsi dana hibah KONI 
Kota Semarang tahun 2012-2013 yang dilakukan oleh Mochtar Hidayat 
bin H. Soekarno Pranoto yang merupakan Bendahara 1 KONI Kota 
Semarang tahun 2011-2013. Kasus bermula ketika KONI Kota Semarang 
mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah 
Kota Semarang untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan olahraga yang 
berada di bawah naungan KONI Kota Semarang.  
     Tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang memberikan hibah kepada 
KONI Kota Semarang sebesar Rp 7.964.055.000. (tujuh milyar sembilan 
ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah). Mochtar 
Hidayat bersama-sama dengan saksi Djody Aryo Setiawan serta saksi 
Suhantoro melakukan pemotongan dana bantuan cabang olahraga 
berprestasi yang dananya berasal dari dana hibah tahun 2012 sebesar Rp 
350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)  
    Terdakwa Mochtar Hidayat bersama-sama dengan saksi Djody Aryo 
Setiawan serta saksi Suhantoro kemudian juga melakukan korupsi 
pengadaan barang-barang fasilitas kesekretariatan KONI Kota Semarang. 
Alokasi dana pengadaan barang tersebut sebesar Rp 132.455.850 (seratus 
tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima 
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rupiah). Total biaya yang digunakan pada kenyataannya hanya sebesar Rp 
103.019.000 (seratus tiga juta sembilan belas ribu rupiah), namun laporan 
pertanggungjawaban yang disebutkan biayanya sesuai dengan anggaran 
awal dan dengan ketentuan pembelian menggunakan perantara pihak 
ketiga (vendor) yang pada kenyataannya pembelian dilakukan langsung 
dari toko-toko tanpa perantara vendor. Tanggal 29 Desember 2012 
Terdakwa Mochtar Hidayat bersama-sama dengan saksi Djody Aryo 
Setiawan membuka rekening tabungan Bima atas nama Terdakwa 
Mochtar Hidayat dengan nomor rekening 2-057-03685-3. Pembukaan 
rekening bermaksud untuk menyimpan dana hasil potongan bantuan 
cabang olahraga berprestasi dan dana sisa pembelian barang yang berasal 
dari dana hibah KONI Kota Semarang tahun anggaran 2012. Total dana 
yang disimpan di rekening tersebut sebesar Rp 525.000.000 (lima ratus 
dua puluh lima juta rupiah). 
Tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang memberikan hibah kepada 
KONI Kota Semarang sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar 
rupiah). Pada tahun 2013 anggaran untuk bantuan bagi cabang olahraga 
juga dilakukan pemotongan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah) dari total alokasi dana sebesar Pada 14 Mei 2013 saksi Suhantoro 
menyetorkan uang ke rekening tabungan Bima milik terdakwa Mochtar 
Hidayat sebesar Rp 81.140.000,00 (delapan puluh satu juta seratus empat 




     Pada tahun 2013 terdakwa Mochtar Hidayat melakukan korupsi 
anggaran transportasi untuk keperluan mengikuti kejuaraan PORPROV 
Jawa Tengah di Purwokerto. Anggaran yang disediakan oleh KONI Kota 
Semarang adalah sebesar Rp 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta 
lima ratus ribu rupiah), sedangkan biaya yang dipergunakan untuk 
transportasi hanyalah sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah). 
Terdakwa Mochtar Hidayat memerintahkan saksi Bayu Nugroho untuk 
membuat bukti pertanggungjawaban rental mobil sebesar Rp 187.500.000 
(seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).   
     Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Mochtar Hidayat 
baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Djody Aryo 
Setiawan serta saksi Suhantoro menyalahgunakan dana hibah KONI Kota 
Semarang dari Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2012-2013 
setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad 
ditaksir merugikan Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 
1.575.730.212,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus 
tiga puluh ribu dua ratus dua belas rupiah). Jumlah uang yang didapat 
Mochtar Hidayat dari jumlah total kerugian tersebut adalah sebesar Rp 































Sumber: Surat Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 
68/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. 
    Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa vonis putusan Hakim 
Pengadilan Negeri Semarang memvonis Mochtar Hidayat dengan pidana 
penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh 
juta rupiah) dan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 525.000.000 
(lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara, 
sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 3 (tiga) tahun dan 6 
(enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 
serta pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 575.000.000 (lima ratus 
tujuh puluh lima juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan 
penjara. Penetapan besaran uang pengganti menjadi 525.000.000 (lima ratus 
tujuh puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Penyidik diketahui telah 
melakukan penyitaan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 
dari saksi Irwan P Cahyono yang kemudian diperhitungkan sebagai 
pengembalian kerugian negara. 
     Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang Zahri Aeniwati yang 




Perkara dari Mochtar Hidayat itu dia dibebankan Rp 525 juta sesuai 
dengan jumlah uang yang tercantum di rekening tabungan Bima 
yang berasal dari potongan dana bantuan Cabor, sisa pengadaan 
barang dan sisa kegiatan. Rp 50 juta yang dijadikan pengembalian 
itu adalah penyitaan dari saksi Irwan yang rencananya akan 
diberikan kepada Mochtar Hidayat. hingga saat ini belum ada 
pengembalian kerugian negara dari uang pengganti yang dibebankan 
kepadanya. Perkaranya 2016 divonis hanya 3 tahun belum dengan 
remisinya, maka sekarang Mochtar Hidayat sudah bebas dan dia 
lebih memilih menjalani subsider nya daripada mengembalikan Rp 
525 juta. Ya memang ini kenyataannya, untuk melakukan asset 
tracing juga terkendala karena jangka waktu proses dari 
penangkapan, penyidikan, pelimpahan berkas ke kejaksaan hingga 
pengadilan jangka waktunya lama, sehingga terdakwa punya cukup 
waktu untuk mengaburkan uangnya maupun memang uangnya 
sudah habis76. 
 
     Efektivitas pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi 
Mochtar Hidayat dihitung dari jumlah yang didapat oleh Mochtar Hidayat 
dari korupsi dana hibah KONI Kota Semarang tahun anggaran 2012-2013 
adalah sebagai berikut: 100 ÷ (Rp 575.000.000 ÷ Rp 50.000.000) = 8.69 %. 
Persentase 8.69 % dari total jumlah kerugian negara menunjukan tidak 
efektifnya hasil dari pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian 
negara dari perkara Mochtar Hidayat ialah penyitaan uang dari saksi Irwan 
P Cahyono yang akan diberikan kepada Mochtar Hidayat yang dilakukan 
saat proses penyidikan. Menurut keterangan Jaksa Penuntut Umum 
Kejaksaan Negeri Kota Semarang Zahri Aeniwati Mochtar Hidayat sudah 
bebas dan sisa uang pengganti yang dibebankan kepada Mochtar Hidayat 
tidak dibayarkan hingga hari ini. 





3. Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Hasil dari Tindak Pidana 
Korupsi studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang 
Nomor 15/ Pid.Sus-TPK/ 2016/ PN.Smg. 
     Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 15/ Pid.Sus-TPK/ 
2016/ PN.Smg merupakan sebuah Kasus Korupsi Anggaran Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Tahun 2012 dengan 
terpidananya yaitu Sudjadi, Sp. Mm. Bin Supardi yang merupakan Kepala 
Bidang Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Semarang tahun dan Kuasa Pengguna Anggaran  pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 
anggaran 2012.  
     Pada tahun 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang 
melaksanakan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Anggaran 
yang disediakan untuk menjalankan Program tersebut sebesar Rp 
3.784.284.800 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua 
Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). Terdakwa 
Sudjadi kemudian memerintahkan saksi Mustakim untuk mengajukan 
permintaan pembayaran Uang Persediaan melalui saksi Suprih Ngiatiwi 
selaku bendahara pengeluaran. Saksi Suprih Ngiatiwi kemudian 
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 
0117/UP/2012/RS tanggal 16 Februari 2012 untuk pencairan dana dengan 
jumlah keseluruhan sebesar Rp. 264.954.000 (dua ratus enam puluh empat 
juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Uang tersebut kemudian 
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diserahkan kepada saksi Mustakim yang selanjutnya diserahkan kepada 
Sudjadi. Sudjadi kemudian memerintahkan saksi Mustakim untuk 
mengajukan permintaan pembayaran Ganti Uang melalui saksi Suprih 
Ngiatiwi, yang kemudian diterbitkan Surat perintah membayar Ganti Uang 
tersebut untuk diajukan pencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPKAD). Jumlah uang yang dicairkan adalah sebesar Rp 
818.360.740 (delapan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu 
tujuh ratus empat puluh rupiah). Uang tersebut kemudian diserahkan 
kepada Mustakim yang selanjutnya diserahkan kepada Sudjadi. 
    Total uang yang diterima oleh Sudjadi adalah sebesar 1.083.314.740 
(satu milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus 
empat puluh rupiah). Uang tersebut ternyata dikelola sendiri oleh Sudjadi. 
Pengelolaan Uang Persediaan dan Uang Ganti yang dilakukan sendiri oleh 
Sudjadi sebagian dikerjakan sebagian lagi tidak dikerjakan, Sudjadi 
kemudian memerintahkan Mustakim untuk mencairkan anggaran kegiatan 
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak terserap 
pada penggunaan Uang Persediaan dan Ganti Uang. Mustakim kemudian 
menindaklanjuti perintah tersebut dengan membuat sendiri Berita Acara 
Survey Harga, Surat Permohonan Penawaran kepada rekanan, Surat 
Penawaran dari rekanan, Berita Acara Negosiasi, Berita Acara Hasil 
Pengadaan Langsung, Surat Penetapan Pengadaan Langsung, Surat 
Penyampaian Hasil Penetapan dan Surat Perintah Kerja. Mustakim 
mencatut nama-nama perusahaan, profil perusahaan dan tanda tangan dari 
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para direktur perusahaan yang telah dicatut untuk kepentingan pencairan 
dana melalui Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). 
Mustakim kemudian menghubungi saksi Zaenal Arifin, kakak kandung 
dari Dani Fatmawati selaku direktur CV. Triasa Inti Mandiri, saksi Teguh 
Yulianto selaku direktur CV. Kurnia, saksi Heny Ekawati direktur CV. 
Cahaya Abadi dan saksi Agung Sudjati, selaku direktur CV Indapatra, 
untuk memberitahukan bahwa profil perusahaan CV. Triasa Inti Mandiri, 
CV. Kurnia, CV. Cahaya Abadi dan CV. Indapatra digunakan untuk 
kepentingan pencairan dana, sebagai imbalannya Mustakim memberikan 
bagian 2.5 % - 3% dihitung dari  jumlah dana pencairan yang masuk 
masing-masing ke dalam rekening saksi-saksi tersebut. Para saksi tersebut 
kemudian menyetujui permintaan dari Mustakim tersebut yang pada 
tujuannya agar membuat seolah-olah pencairan dana tersebut benar dan 
sah. Total dana yang dicairkan melalui SP2D LS adalah sebesar Rp 
2.508.007.000 (dua miliar lima ratus delapan juta tujuh ribu rupiah). 
    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah 
melakukan audit dan kemudian mengeluarkan Laporan Hasil Audit dalam 
rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan 
Penyimpangan dalam Pelaksanaan Anggaran Program Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang 
Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-331/PW11/5/2015 tanggal 3 Juni 2015. 
Hasil dari audit BPKP menemukan penyimpangan pengelolaan anggaran 
dari Uang Persediaan dan Ganti Uang yang dikelola oleh Sudjadi sebesar 
73 
 
Rp 1.261.470.795 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus 
tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).  Penyimpangan 
tersebut adalah membuat pertanggungjawaban dari kegiatan yang tidak 
dilaksanakan atau biasa disebut fiktif. Sudjadi kemudian menindaklanjuti 
hasil laporan audit dari BPKP RI.  Sudjadi membelanjakan uang sebesar 
Rp 461.421.702 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh 
satu ribu tujuh ratus dua rupiah) untuk kepentingan Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Semarang, mengembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp 
251.000.000 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), mengembalikan ke 
kas negara melalui pembayaran pajak PPn dan PPh sebesar Rp 
104.072.593 (seratus empat juta tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan 
puluh tiga rupiah). Total yang ditindaklanjuti oleh Sudjadi sebesar Rp 
816.494.295 (delapan ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh 
empat dua ratus sembilan puluh lima rupiah), maka kerugian negara yang 
tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Sudjadi adalah sebesar Rp 
444.976.500 (empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh 
puluh enam ribu lima ratus rupiah). 


















Rp 444.976.500 - 
Sumber: Surat Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 15/ 
Pid.Sus-TPK/ 2016/ PN.Smg. 
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     Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Vonis pada Pengadilan 
Negeri Kota Semarang menghukum Sudjadi dengan pidana penjara selama 
1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 
2 (dua) bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum pada tuntutannya  
menuntut Sudjadi berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang 
TIPIKOR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan 
dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) 
bulan dan dibebankan uang pengganti sebesar Rp 444.976.500 (empat 
ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima 
ratus rupiah). Sudjadi pada proses penuntutan oleh JPU telah menitipkan 
uang sebesar Rp 444.976.500 (empat ratus empat puluh empat juta 
sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang kemudian 
diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara, sehingga pidana 
tambahannya telah hapus.  
     Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang, Zahri Aeniwati., 
SH,. MH., yang juga menjadi JPU pada perkara Sudjadi mengatakan: 
Perkara dari Sudjadi merupakan satu dari sedikit kasus TIPIKOR 
yang kerugian negaranya dapat kembali seluruhnya. Terdakwa juga 
cukup kooperatif selama persidangan serta mengakui segala 
kesalahannya dan bahkan tidak mengajukan eksepsi pada saat 
pembacaan gugatan oleh JPU. Pengembalian kerugian negara dari 
perkara korupsi Sudjadi ini sebenarnya merupakan hasil dari 
penyitaan dari JPU, walau begitu JPU lega dapat mengejar uang 
hasil korupsi tersebut. Perlu diketahui realitanya pada kasus 
TIPIKOR dari 10 kasus yang ada pidana tambahan uang 
penggantinya paling 1,2 paling banyak 3 yang berhasil kembali 
seluruhnya77. 
 




     Efektivitas pengembalian kerugian negara dari perkara Tindak Pidana 
Korupsi yang dilakukan oleh Sudjadi adalah 100 % dari jumlah kerugian 
negara yang ditimbulkan, meskipun jumlahnya hanya sebesar Rp 
444.976.500 namun hal ini dapat menjadi pengimbang statistik dari dua 
studi kasus yang pengembalian kerugian negaranya tidak optimal atau bisa 
dikatakan tidak efektif. Pengembalian kerugian negara dari perkara sudjadi 
ialah melalui uang yang telah dititipkan sudjadi saat proses penuntutan. 
     Penulis menyediakan tabel perbandingan vonis dari ketiga putusan 
studi kasus sebagai rangkuman untuk memudahkan dalam memahami 
vonis putusan ketiga studi kasus.  











































2 bulan Rp 
444.976.500 
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4. Perbandingan Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara ketiga 
Studi Kasus 


























444.976.500 444.976.500 100 
Sumber: dikelola oleh Penulis berdasarkan ketiga putusan studi kasus 
     Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa masih tidak efektifnya 
pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Dari tiga 
studi kasus kerugian negara yang berhasil diselamatkan secara keseluruhan 
dari total kerugian negara hanya satu kasus yaitu pada perkara Nomor 
Putusan 15/ Pid.Sus-TPK/ 2016/ PN.Smg perkara korupsi Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan Kota Semarang dengan terpidana Sudjadi yang jumlah 
nominalnya sebesar Rp 444.976.500. Nominal paling kecil dari ketiga studi 
kasus. 
     Dihitung dari total kerugian negara yang timbul dari ketiga studi kasus 
tersebut nominalnya sebesar Rp 27.737.325.000 (dua puluh tujuh miliar 
tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 
sedangkan total pengembalian kerugian negaranya hanya sebesar Rp 
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5.478.394.664 (lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus 
sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). 
persentase dari efektivitas pengembalian kerugian negara dari ketiga studi 
kasus tersebut adalah 19,75 %, kurang dari seperlima jumlah kerugian 
negara yang ditimbulkan. Pengembalian kerugian negara melalui penyitaan 
yang terlaksana dan berhasil dikembalikan hanya pada perkara korupsi 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Pengembalian kerugian 
negara pada perkara Mochtar Hidayat adalah melalui penyitaan uang dari 
saksi yang tadinya akan diberikan kepada Mochtar Hidayat.  Pengembalian 
kerugian negara pada perkara Diyah Ayu adalah melalui pengembalian ke 
kas Giro dan Deposito Pemerintah Kota Semarang sebelum perkara masuk 
proses persidangan.  
     Hasil penelitian dari ketiga putusan tidak jauh berbeda dengan data dari 
Jumlah pembebanan pembayaran uang pengganti di wilayah hukum 
provinsi Jawa Tengah yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Kota Semarang. 
Tabel 1. 8 Jumlah Pembebanan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi 







Rp 26.055.995.222 Rp 103.609.000 109 Perkara 
Sumber: Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016 
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     Laporan pembebanan uang pengganti di atas merupakan hasil dari 
penghitungan sejak 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016. 
berdasarkan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2016 
jumlah pembebanan uang pengganti perkara Tindak Pidana Korupsi adalah 
sebesar Rp 26.055.995.222 (dua puluh enam miliar lima puluh lima juta 
sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). 
jumlah uang pengganti yang telah selesai dibayarkan sebesar Rp 
103.609.000 (seratus tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dari total 
109 perkara tindak pidana korupsi yang dibebankan uang pengganti78. 
Terdapat jarak yang sangat jauh antara nominal uang pengganti yang 
berhasil dikembalikan dengan uang pengganti yang belum dibayarkan, 
persentase dari penyelesaian uang pengganti hanya sebesar 0,39 % dari total 
pembebanan uang pengganti, dapat disimpulkan bahwa pengembalian 
kerugian negara belum berjalan efektif. 
C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Efektivitas Pengembalian Kerugian 
Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. 
     Pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi merupakan 
kepentingan negara untuk mengembalikan kerugian yang diderita, dalam 
pelaksanaannya pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi 
menghadapi hal-hal yang menghambat optimalnya pengembalian kerugian 
negara tersebut. Hal-hal yang menghambat pengembalian kerugian negara bisa 
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berasal dari pelaku tindak pidana korupsi maupun dari segi teknis penegakan 
hukum.  
1. Hal-hal yang menghambat efektivitas pengembalian kerugian negara 
dari faktor pelaku tindak pidana korupsi 
     Pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 
dijerat dengan Pasal 18 Undang-undang TIPIKOR. Terdakwa tindak pidana 
korupsi dibebankan pidana tambahan uang pengganti sebanyak-banyaknya 
sebanding dengan jumlah kerugian negara yang diperoleh oleh terdakwa. 
Dalam pelaksanaannya penegak hukum mengalami hambatan-hambatan 
dari pelaku tipikor untuk mengembalikan kerugian negara. Jaksa Penuntut 
Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Zahri Aeniwati SH., MH., 
mengatakan: 
Dari sekian banyak kasus tindak pidana korupsi memang beberapa ada 
yang dilakukan pengembalian kerugian negara tapi lebih banyak lagi 
yang tidak ada pengembalian kerugian negaranya. Hal ini dikarenakan 
proses pengungkapan korupsi ini lama jadi semisal kasus nya Sudjadi 
itu tindak pidananya dilakukan tahun 2012-2013 tapi audit dari BPKP 
baru dilakukan tahun 2015. Oleh karena lamanya proses dari tindak 
pidana sampai pengungkapan, maka harta yang diperoleh itu ada yang 
sudah habis digunakan ataupun sudah dipindahtangankan. Ada juga 
faktor dari pelaku untuk menyembunyikan harta tersebut supaya nanti 
bisa dijadikan bekal setelah bebas, karena pada subsider uang pengganti 
ya rata-rata sebentar paling 1, 2 atau 3 tahun. Jadi banyak terpidana 
yang lebih memilih menjalani subsidernya daripada membayarkan 
uang pengganti. Paling utama sebenarnya memang faktor kejujuran dari 
terpidana juga sangat krusial dalam nanti proses kembalinya kerugian 
negara79. 
 
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 
menghambat kerugian negara yang berasal dari faktor pelaku antara lain: 
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1. Aset pelaku tipikor habis 
2. Dipindahtangankan/disembunyikan 
3. Pelaku tipikor lebih memilih menjalani subsider penjara/kurungan. 
4. Kejujuran dari pelaku 
     Aset yang diperoleh hasil tindak pidana korupsi seringkali sudah habis 
sebelum kasus berhasil diungkap, baik telah dibelanjakan pelaku ataupun 
habis untuk membayar pengacara ketika perkara masuk pengadilan dan 
belum dilakukan penyitaan terhadap aset tersebut. Perkara Mochtar Hidayat 
merupakan contoh dari aset pelaku tipikor yang telah habis sebelum 
dilakukan eksekusi uang pengganti, dan pelaku yang tidak dapat membayar 
uang pengganti mengisi Formulir D-2 yang menyatakan tidak sanggup 
membayar uang pengganti. Perkara Diyah Ayu merupakan contoh dari Aset 
yang telah dipindahtangankan/disembunyikan, perkara Diyah Ayu masuk 
ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditangani oleh Polrestabes 
Semarang.  Pelaku tipikor kebanyakan juga lebih memilih menjalani 
subsider penjara dan telah mempersiapkan bekal hidup ketika nanti sudah 
menjalani hukuman dengan cara menyembunyikan asetnya. Kejujuran dari 
pelaku merupakan faktor utama dalam pengungkapan korupsi dan dengan 
pengembalian kerugian negara, seringkali pelaku korupsi tidak jujur mulai 
dari proses penyidikan, pemberkasan oleh kejaksaan hingga persidangan, 
alasannya karena untuk mengamankan aset hasil korupsi agar kemudian 
bisa dinikmati setelah menjalani hukuman.  
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2. Hal-hal yang menghambat efektivitas pengembalian kerugian negara 
dari faktor teknis penegakan hukum. 
     Faktor penghambat pengembalian kerugian negara selain dari pelaku 
tipikor, faktor teknis dari penegak hukum juga dapat menghambat 
pengembalian kerugian negara. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri 
Kota Semarang, ibu Zahri Aeniwati SH., MH., mengatakan: 
faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara, selain dari 
segi pelaku tipikor juga terdapat dari segi teknis penegakan hukum, 
mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan. Faktor tersebut 
antara lain jangka waktu yang cukup lama dalam pengungkapan kasus 
korupsi, biasanya lama itu karena hasil audit dari bpk maupun bpkp 
memerlukan waktu untuk memastikan telah terjadi kejanggalan, kenapa 
bisa lama juga bergantung dari tingkat kerumitan kasus, tidak 
melakukan penyitaan aset terlebih dahulu saat proses penyidikan 
mungkin karena kurang kuat pembuktiannya atau sudah disembunyikan 
lebih dulu sebelum terungkap dan jangka waktu penjara subsider yang 
relatif singkat seakan menjadi opsi jalan keluar bagi pelaku tipikor 
untuk dapat bisa menikmati aset hasil korupsi pelaku. Padahal JPU 
sudah menuntut terdakwa sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung 
Nomor: SE-003/A/JA/02010 yaitu subsider uang pengganti minimal 
setengah dari hukuman pidana penjara pokok yang dituntut oleh JPU, 
namun putusan bisa jadi berbeda cenderung lebih singkat80. 
 
     Segi teknis penegakan hukum juga dapat menjadi penghambat dari upaya 
pengembalian kerugian negara. Jangka waktu pengungkapan korupsi dari 
tempus delicti terjadinya korupsi disebabkan proses investigasi dan audit 
dari pihak auditor baik dari pemerintahan maupun swasta tidak bisa 
sembarangan sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Tingkat 
kerumitan sebuah kasus juga mempengaruhi jangka waktu pengungkapan 
kasus tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan para pelaku korupsi yang 




berasal dari kalangan pejabat pemerintahan maupun swasta dan memiliki 
latar belakang pendidikan yang cukup baik. Perkara korupsi Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan dengan terpidana Sudjadi sebagai contohnya, 
untuk menutupi korupsinya Sudjadi memerintahkan Mustakim membuat 
pertanggungjawaban fiktif, mencatut nama profil perusahaan rekanan, 
bahkan hingga menyuap direktur perusahaan yang dicatut sebagai uang 
tutup mulut. Jangka waktu pengungkapan yang lama dari waktu terjadinya 
tindak pidana menjadi celah bagi pelaku untuk menikmati aset tersebut 
hingga habis atau bahkan memindahtangankan aset agar sulit dideteksi 
penegak hukum, oleh karena hal ini pengembalian kerugian negara menjadi 
tidak optimal. 
     Penyitaan aset yang tidak dilakukan saat penyidikan juga menghambat 
penegak hukum dalam melakukan pelacakan aset/asset tracking. Tidak 
dilakukannya penyitaan saat proses penyidikan dikarenakan kurang kuatnya 
bukti penyidik untuk melakukan penyitaan, kembali lagi faktor kerumitan 
kasus mempengaruhi seberapa besar kemungkinan penyidik untuk 
melakukan penyitaan. Penyitaan aset sebelum perkara diputus persidangan 
memudahkan pengembalian kerugian negara, sebagai contoh kasus Sudjadi, 
dilakukan penyitaan uang sejumlah dari uang pengganti yang 
dibebankannya sebesar Rp 444.976.500 (empat ratus empat puluh empat 
juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). Penyitaan 
dilakukan selama proses penuntutan, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak 
perlu melakukan asset tracking yang tentunya tidak mudah. 
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     Jangka waktu pidana penjara pengganti atau subsider yang singkat 
merupakan faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara. Pelaku 
tindak pidana korupsi kebanyakan lebih memilih menjalani subsider 
penjara/kurungan daripada membayarkan uang pengganti yang dibebankan 
kepadanya, tujuannya adalah untuk menikmati aset hasil korupsi setelah 
menjalani hukuman. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan 
berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/02010 
tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. 
Pedoman penuntutan penjara subsider uang pengganti tercantum dalam bab 
VIII  
Terdakwa dituntut pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana 
denda adalah minimal 3 (tiga bulan kurungan dan dituntut pidana 
penjara sebagai pengganti dari pidana tambahan kewajiban membayar 
uang pengganti adalah minimal ½ (setengah) dari tuntutan pidana 
pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut 
Umum81. 
 
     Jaksa Penuntut Umum wajib menuntut Pidana penjara subsider uang 
pengganti minimal ½ dari tuntutan pidana pokok penjara yang dituntut oleh 
Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan pedoman dari Surat Edaran Jaksa 
Agung Nomor: SE-003/A/JA/02010. Putusan hakim seringkali lebih rendah 
dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Perkara pidana korupsi dana Hibah 
KONI 2012-2013 dengan terdakwa Mochtar Hidayat sebagai contoh, Jaksa 
Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga tahun) 
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dan 6 (enam) bulan. Tuntutan pidana subsider uang penggantinya selama 1 
(satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Putusan hakim menjatuhkan vonis 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana penjara subsider uang 
penggantinya selama 1 (satu) tahun. Vonis hakim yang lebih ringan dari 
tuntutan jaksa semakin menghambat pengembalian kerugian negara. Pelaku 
tindak pidana korupsi seakan diberikan pilihan yang mudah untuk lebih 
memilih menjalani pidana penjara subsider yang singkat daripada 
melakukan kewajibannya membayar uang pengganti
